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ABSTRAK 
 
Dahniar Amarullah, ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 
KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk 
CABANG ACHMAD YANI MAKASSAR (dibimbing oleh bapak Dr. Maat 
Pono, SE., M.Si dan bapak Drs. Armayah, M.Si). 
 
 Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui apakah penerapan 
manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia efektif sesuai 
dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko pada Bank Umum. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan 
metode deskriptif kualititatif dengan memaparkan apakah efektif 
penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Data yang digunakan 
adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa 
action plan dari PT. Bank Rakyat Indonesia.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur serta 
strategi yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam 
penerapan manajemen risiko telah efektif sesuai dengan standar-standar 
minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tentunya disesuaikan 
dengan lingkup usaha bank tersebut.  
 
 
Kata Kunci : Manajemen Risiko, Risiko Kredit 
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ABSTRACT 
 
Dahniar Amarullah, ANALYSIS OF CREDIT RISK MANAGEMENT 
IMPLEMENTATION IN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk 
BRANCH ACHMAD YANI MAKASSAR (directed by bapak Dr. Maat 
Pono, SE., M.Si dan bapak Drs. Armayah, M.Si). 
 
 The research purpose is to understand the application the 
effectiveness of credit risk management on PT. Bank Rakyat Indonesia in 
accordance with the regulation of Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 
about the risk management application on the public bank. 
 The research using case study approach with descriptive qualitative 
method by present the of risk management application in a company. The 
data used are primary data that collected from interview method and the 
secondary data action plan of PT. Bank Rakyat Indonesia. 
 The research result show that the policy and the procedure and the 
strategy that applied by PT. Bank Rakyat Indonesia in risk management 
application is effective according to the minimal standard of Bank 
Indonesia and adjusted according to bank scope of business. 
  
 
Keywords : Risk Management, Credit Risk. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang 
sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank 
selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang 
merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang 
keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank berfungsi untuk menawarkan 
jasa–jasa keuangan, harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko 
keuangan secara efektif agar berbagai risiko tidak terjadi. Risiko yang harus 
diterima oleh sebuah bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang mengakibatkan kegagalan atau sesuatu 
yang mungkin malah merugikan pihak bank itu sendiri. 
Kegagalan sebuah bank akan berdampak pada sistem perbankan bahkan 
kepada sistem perekonomian. Karena itu Bank Indonesia selaku otoritas 
moneter negara sangat berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi 
pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank agar sedapat mungkin dapat 
dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir risiko–risiko yang 
mungkin terjadi. 
Dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, maka bank wajib 
mengambil langkah–langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. 
Untuk itu pada Tanggal 1 Juli 2009 Bank Indonesia menetapkan peraturan 
Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko 
pada Bank Umum. Semua bank nasional, bank daerah, koperasi dan cabang 
bank asing di Indonesia harus mengimplementasikan peraturan itu dalam 
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menjalankan kegiatannya sehari- hari. Penerapan Manajemen Risiko (Risk 
Management) bertujuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh 
terjadinya suatu risiko atau risiko pada bank. 
Manajemen Risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas 
tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan 
berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 
pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Fokus dari 
manajemen risiko yaitu mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan 
risiko dengan sebaik-baiknya. 
PT. Bank Rakyat Indonesia, tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat 
mengakibatkan kegagalan usaha pada bank.  Untuk itu, PT. Bank Rakyat 
Indonesia wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam menjalankan 
operasional sehari–hari guna memenuhi peraturan Bank Indonesia serta 
memberikan nilai tambah bagi bank itu sendiri. 
Dalam rangka penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank 
Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/25/PBI/2009 yang didalamnya Bank Indonesia telah menetapkan standar 
minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menetapkan 
manajemen risiko. Peraturan dari Bank Indonesia yang mengklasifikasikan 
kedalam delapan jenis risiko yang harus dikelola oleh pihak perbankan  
antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 
hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. 
Penelitian yang dilakukan ini hanya difokuskan pada risiko kredit dalam 
bidang perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani 
Makassar. Kredit merupakan unit usaha yang mempunyai tingkat risiko 
tinggi, dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan ekonomi ataupun 
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kondisi lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kredit 
bermasalah. Risiko kredit masih sangat dominan dibanding risiko–risiko 
lainnya. Risiko kredit memiliki lebih banyak alat pengaman seperti Collateral, 
Risk Premium dalam perhitungan bunga, dan lain sebagainya.  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Achmad Yani 
Makassar  merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh 
pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya 
kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-
produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang 
(Transfer) dan lain sebagainya. Sebagian besar risiko kredit tidak terlepas 
dari kredit macet. Untuk itu dibawah ini peneliti melampirkan data tentang 
kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani 
Makassar selama tiga tahun terakhir : 
 
Tabel 1.1 
Kredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani 
Makassar 
Tahun 2011-2013 
 
No Tahun 
Jumlah 
Total Plafond Saldo Akhir 
Total  
% 
Nasabah Realisasi Kredit 
1 2011 44 5.000.000.000 5,419,160,318.87 731,535,559,485.54 0.74% 
2 2012 25 5.000.000.000 1,194,036,953.87 2,798,215,389,075.37 0.04% 
3 2013 29 5.000.000.000 17,989,644,139.27 1,403,217,110,276.98 1.28% 
Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar 
 
Jumlah debitur macet di tahun 2011 adalah sebanyak 44 orang, dengan 
total baki debet (saldo akhir) Rp. 5,419,160,318.87 sedangkan total realisasi 
kredit adalah Rp. 731,535,559,485.54 jadi persentase kredit macet sebesar 
0,74% dari total keseluruhan kredit. Sedang di tahun 2012 jumlah debitur 
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macet adalah sebanyak 25 orang, dengan total baki debet (saldo akhir) 
adalah Rp.1,194,036,953.87 sedangkan total realisasi kredit adalah 
Rp.2,798,215,389,075.37 ,-. Jadi persentase kredit macet sebesar 0,04% 
dari total keseluruhan kredit. Dan jumlah debitur macet di tahun 2013 adalah 
sebanyak 29 orang, dengan total baki debet Rp. 17,989,644,139.27 
sedangkan total realisasi kredit adalah Rp. 1,403,217,110,276.98 , jadi 
persentase kredit macet tahun 2013 adalah sebesar 1,28% dari total 
keseluruhan kredit. 
Berdasarkan data tersebut kredit macet dari tahun 2011 – 2012 
mengalami penurunan, hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang lebih baik 
sehingga usaha sebagian besar debitur dapat memberikan keuntungan yang 
lebih dan dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan 
oleh faktor kemauan dan kesadaran yang tinggi debitur dalam membayar 
kewajibannya. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang 
signifikan hal ini disebabkan usaha yang dijalankan debitur belum banyak 
membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian debitur 
dalam melunasi kewajibannya dan kurangnya kesadaran debitur dalam 
membayar kewajibannya. 
Dari bank pemerintah, hanya BRI yang sudah menembus pelosok desa 
menawarkan kredit kepada pengusaha kecil. Bank-bank pemerintah lainnya 
belum terlalu berani mengambil risiko, terkecuali Bank Mandiri yang bahkan 
berani memberikan kredit mikro. Uniknya, bank swasta yang kini berani 
bermain di kredit UKM adalah bank yang justru sudah dimiliki asing, seperti 
Bank Danamon, Bank NISP, dan Bank Buana. Untuk menawarkan kreditnya, 
Bank Danamon, misalnya, telah merekrut 6.000 karyawan baru yang khusus 
menangani kredit UKM. Bank-bank lainnya masih berorientasi pada kredit 
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korporasi yang sangat berisiko macet. BRI mencari nasabah kecil, tetapi 
bankable dengan meneliti langsung tempat usaha, warungnya, atau melihat 
tokonya. 
Tabel 1.2 
Gross NPL Pada Bank-Bank BUMN 
Per Juni 2013 
 BBRI 
(PT. BRI) 
BBNI 
(PT. BNI) 
BMRI 
(PT. MANDIRI) 
BBTN 
(PT. BTN) 
Gross NPL 1,81% 2,55% 1,77% 4,63% 
 
Perlu diketahui terlebih dulu kalau Gross NPL semakin kecil angkanya 
artinya semakin bagus. Terkait NPL Gross, alias rasio kredit macet, BMRI 
yang menjadi jawaranya dengan rasio yang sangat kecil, yaitu 1,77% 
walaupun beda tipis dengan BBRI yaitu 1,81%. Sementara BBNI dan BBTN, 
keduanya mencatat NPL Gross yang jelek,  yaitu 2,55% dan 4,63% yang 
berarti BBTN merupakan bank yang relatif berisiko terkena likuidasi 
dibanding ketiga pesaingnya. Dengan demikian BBRI masih terbilang unggul 
dalam keberhasilan pengelolaan kreditnya di banding BBNI dan BBTN dan 
itu setara dengan profitabilitas BBRI yang juga lebih tinggi ketimbang BMRI, 
BBNI, dan BBTN. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai penerapan Manajemen Risiko dengan PT. 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar sebagai objek 
penelitian, dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Risiko 
Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Achmad 
Yani Makassar”. 
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1.2. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, akan diberikan batasan sesuai masalah yang akan 
diuraikan. Adapun tujuan pembatasan ini adalah semata-mata untuk 
memudahkan pembaca mengikuti uraian tentang persolan-persoalan yang 
akan dibahas dan hanya memperhatikan satu objek penelitian, khususnya 
manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kredit. 
Pembahasan proses penerapan manajemen risiko secara keseluruhan 
terlalu banyak dan membutuhkan waktu yang terlalu lama serta dapat 
menimbulkan kesimpangsiuran. Oleh karena itu, penulis membatasi objek 
penelitian ini, pada risiko kredit. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan batasan masalah diatas, rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian skripsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 
“Apakah penerapan Manajemen Risiko kredit pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar efektif ?” 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Setiap penulisan yang sifatnya ilmiah tentu mempunyai tujuan yang ingin 
dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 
untuk memahami apakah efektif penerapan manajemen risiko kredit pada PT. 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar. 
 
1.5. Manfaat Penelitian  
1. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
ekonomi  di Universitas Hasanuddin. 
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2. Bagi perusahaan, untuk memberikan sumbangan penulisan mengenai 
penerapan manajemen risiko.  
3. Pihak-pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 
referensi, informasi, dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau 
sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang dipergunakan 
penulis adalah sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini menguraikan tinjauan teori yang akan mendasari 
pembentukan hipotesis dan dasar pembahasan penelitian.  
BAB III : METODE PENELITIAN  
Pada bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis 
data dan data penelitian. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan 
yang diteliti, hasil penelitian dan pembahasan.  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik 
berdasarkan hasil analisis dan saran-saran yang berkaitan 
dengan penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.      Landasan Teori 
2.4.1. Pengertian Bank   
Menurut Kasmir (2014:12), Bank adalah lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 
jasa bank lainnya. Adapun pengertian bank menurut Undang–Undang RI 
Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan 
adalah:  
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak”.  
Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya 
usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan, sehingga 
berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.  
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 
perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya 
hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan tersebut. Kegiatan 
penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding. Menghimpun 
dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan 
cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 
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dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank 
dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau 
menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan 
dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali 
atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih 
dikenal dengan istilah kredit (lending). Kredit tersebut berupa kredit investasi, 
kredit modal kerja, ataupun kredit konsumsi.  
Dalam pemberian kredit juga mengenakan jasa pinjaman kepada 
penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi 
dan komisi. Besarnya kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar 
kecilnya bunga simpanan.  Semakin besar atau semakin mahal bunga 
simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula 
sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga 
pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi 
yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh 
lainnya. Disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana ini merupakan 
kegiatan utama perbankan (Kasmir,2014:13-14).  
 
2.4.2.  Jenis-jenis Bank 
a. Bank Umum  
Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang–Undang Nomor 10 
Tahun 1998 adalah: 
“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 
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Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 
seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya 
dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering di sebut bank 
komersil (Commercial Bank). 
b. Bank Perkreditan Rakyat  
Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang–Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 adalah: 
“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran”. 
Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank 
umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan 
penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk 
menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, 
BPR hanya di batasi dalam wilayah–wilayah tertentu saja (Kasmir,2014:23-
24). 
 
2.4.3. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit 
1. Pengertian Kredit  
 Kredit berasal dari kata Credere atau Creditum. Credere dari bahasa 
Yunani yamg berarti kepercayaan, sementara Creditum dari bahasa latin 
yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiiliki 
implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. 
Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau 
sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian 
kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau  
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badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan 
kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa merugikan 
salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan dikembalikan 
kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan 
tersebut.  
Menurut Undang–Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Revisi 
UU No.14 Tahun 1992) yang menyebutkan bahwa: 
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam–meminjam antara pihak bank 
dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah 
ditetapkan”.  
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam 
aktivitas perkreditan terdapat unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka 
waktu, risiko, dan balas jasa. Dalam kredit ada unsur jangka waktu antara 
penyerahan dengan pelunasan, karena itu selama jangka waktu tersebut 
terdapat risiko. 
2. Jenis–Jenis Kredit  
Menurut Kasmir (2014:85), secara umum jenis–jenis kredit yang 
disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: 
1. Dilihat  dari Segi Kegunaan 
Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat 
penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan 
utama atau hanya kegiatan tambahan. Ditinjau dari segi kegunaan 
terdapat dua jenis kredit, yaitu : 
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a. Kredit Investasi  
Kredit Investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk 
keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru 
dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih 
lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama 
suatu perusahaan. 
b. Kredit Modal Kerja  
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 
produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan 
untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya–
biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 
Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk 
mendukung kredit investasi yang sudah ada.  
2. Dilihat dari Segi tujuan Kredit  
Jenis kredit dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah 
bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. 
Jenis kredit dilihat dari segi tujuan, yaitu : 
a. Kredit produktif 
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 
atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang 
atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga 
menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. 
b. Kredit konsumtif 
Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai 
secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang 
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ataupun jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan 
atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 
c. Kredit perdagangan 
Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk 
kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang 
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 
barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada 
suplier atau agen–agen perdagangan yang akan membeli barang 
dalam jumlah tertentu. 
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu 
Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa 
pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa 
pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut. 
a. Kredit jangka pendek  
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 
satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan 
untuk keperluan modal kerja. 
b. Kredit jangka menengah  
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan 
tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. 
Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi 
kredit jangka panjang. 
c. Kredit jangka panjang 
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang 
yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini 
digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan 
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karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan atau juga kredit 
konsumtif seperti kredit perumahan.  
4. Dilihat dari Segi Jaminan 
Jenis kredit dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap 
pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang 
atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis 
kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut. 
a. Kredit dengan jaminan 
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. 
Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 
berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 
senilai jaminan yang diberikan oleh si calon debitur.  
b. Kredit tanpa jaminan 
Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 
tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, 
karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan 
dengan bank yang bersangkutan. 
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha 
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh 
karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika 
dilihat dari segi sektor usaha, yaitu : 
a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 
perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat 
berupa jangka pendek atau jangka panjang. 
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b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka 
waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk 
kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.  
c. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 
untuk industri kecil, menengah, atau besar. 
d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 
di biayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang 
emas, minyak, atau tambang timah.  
e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 
membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula 
berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. 
f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, 
dosen, dokter, atau pengacara.  
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan 
atau pembelian perumahan. 
h. dan sektor–sektor usaha lainnya. 
 
2.4.4. Faktor Penilaian Kredit 
1. Prinsip 5C dalam kredit  
a. Character 
 Bank checking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank 
Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait 
nasabah, antara lain, informasi mengenai bank pemberi 
pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah di peroleh, 
kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan 
fasilitas pembiayaan tersebut. 
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 Trade checking, pada supplier dan pelanggan nasabah 
pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra 
bisnisnya.  
b. Capacity  
 Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu 
(past performance). 
 Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon 
nasabah pembiayaan. 
 Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang 
berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan 
penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank. 
 Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemmapuan nasabah 
melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahan. 
 Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah 
pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber 
bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain. 
c. Capital 
Pada umumnya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit 
harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri 
dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber 
pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai 
oleh bank. 
d. Colleteral  
Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun 
nofisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 
Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu 
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masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat 
mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko 
kerugian. 
e. Condition 
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang 
dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 
Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian 
kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan 
kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha 
tersebut di masa yang akan datang. 
 
2. Prinsip 7P dalam kredit  
a. Personality 
Kepribadian merupakan salah satu yang akan dinilai untuk mengetahui 
penilaian karakter yang digunakan untuk mengetahui bagaimana 
kepribadian calon nasabah. Penilaian kepribadian dilakukan dalam 
upaya menilai kepribadian yang dilakukan bank terhadap calon 
nasabah begitu pula dengan keluarganya. 
b. Purpose 
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 
jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 
bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau 
perdagangan. 
c. Party 
Dalam pemberian kredit biasanya bank akan memberikan kredit sesuai 
dengan visi bank dalam sektor/bidang/usaha apa saja yang dapat 
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diberikan fasilitas kredit. Secara umum bank dalam menyalurkan kredit 
memilah-milah menjadi beberapa golongan/segmen/sektor. Hal ini 
dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut. 
d. Payment 
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 
yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 
pengembalian kredit yang diperolehnya. Dari penilaian ini akan terlihat 
kemampuan nasabah dalam membayar kredit. 
e. Prospect 
Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 
menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 
atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit 
yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, 
tetapi juga nasabah. 
f. Profitability  
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 
laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap 
sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit 
yang akan diperolehnya dari bank. 
g. Protection  
Proteksi artinya perlindungan terhadap objek kredit yang akan dibiayai. 
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh 
bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa 
jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 
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3. Pencegahan 4 P dalam Kredit 
a. Philosophy 
Bahwa setiap kredit diberikan berdasarkan unsur utama ialah 
kepercayaan atau credibility yang dimiliki oleh nasabah. 
b. Policy 
Bahwa pemberian kredit merupakan suatu kebijaksanaan bisnis 
perbankan, telah digariskan dan disepakati oleh petugas perbankan 
untuk dijalankan demi kesinambungan hidup perusahaan. 
c. Procedures 
Bahwa setiap keteraturan memerlukan suatu acuan yang harus 
ditempuh. Bahwa setiap penyimpangan dari prosedur cenderung akan 
menimbulkan permasalahan bahkan kerugian. 
d. People 
Bahwa setiap manusia yang ikut mengelola usaha perkreditan adalah 
tenaga atau karyawan yang berusaha bekerja penuh dedikasi, dalam 
memberikan pelayanan kepada nasabah, dan memberikan 
keuntungan kepada pemilik saham. Bahwa setiap karyawan memiliki 
moral sebagai bankir yang baik, berkemampuan dan pengetahuan 
mengenai perkreditan. 
 
4. 3R dalam Kredit  
a. Returns 
Penilaian penghasilan, apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar 
suatu usaha yang memberikan hasil yang didasarkan pengalaman, 
kemampuan,pemasaran, dan aspek lainnya. 
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b. Repayment capacity 
Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit, apakah nasabah 
benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank. 
Hal ini ditilik dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh, 
watak yang dimiliki oleh nasabah. 
c. Risk bearing ability 
Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika 
kredit menjadi macet.  
 
2.4.5. Pengertian dan Jenis-jenis Risiko 
1. Pengertian Risiko 
Ada banyak definisi risiko (risk). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk 
ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) 
dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada 
saat ini (Irham Fahmi, 2011:2). Risiko dalam bidang perbankan merupakan 
suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun 
tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada 
pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat 
dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslah dimanaj 
sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya. 
Adapun beberapa pengertian risiko :  
Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Irham Fahmi (2011:2) 
mendefenisikan risiko pada tiga hal : 
1. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil 
khusus, dimana hasilnya dapat di peroleh dengan kemungkinan yang 
telah diketahui oleh pengambil keputusan. 
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2. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel 
keuangan lainnya.  
3. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang 
mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan 
seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 4 
yang berbunyi risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa 
(events) tertentu.  
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) 
tertentu yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Secara ringkas dapat 
disimpulkan bahwa risiko bank adalah kombinasi dari tingkat kemungkinan 
sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut 
pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau 
tidak terjadi, dengan konsekuensi (dampak) yang memberi peluang untuk 
untung (upside) atau mengancam sebuah kesuksesan (downside)”. 
2. Jenis–Jenis Risiko 
 Didalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 4 Ayat (1), 
yang berbunyi: Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup: 
a. Risiko Kredit 
b. Risiko Pasar 
c. Risiko Likuiditas 
d. Risiko Operasional 
e. Risiko Hukum 
f. Risiko Reputasi 
g. Risiko Stratejik 
h. Risiko Kepatuhan 
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Sebagaimana jenis – jenis risiko tersebut diatas dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Risiko Kredit 
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak  lain 
di dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko kredit dapat 
bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan 
(penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan 
perdagangan, yang tercatat dalam trading book maupun dalam 
banking book. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang 
meningkat. 
b. Risiko Pasar 
Risiko pasar adalah risiko-risiko pada posisi neraca dan rekening 
administratif termasuk transaksi deviratif, akibat perubahan secara 
keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga 
option. Menurut Bratanovic (2009:197): “Risiko pasar adalah risiko dari 
suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari 
fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (volatilitas) 
instrumen-instrumen pendapatan tetap, ekuitas, komoditas, kurs mata 
uang, dan kontrak-kontrak diluar neraca terkait. Contohnya harga 
saham mengalami penurunan sehingga mengalami kerugian.  
c. Risiko Likuiditas 
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 
kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, 
tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank. Irham Fahmi 
(2011:6): “Risiko Likuiditas merupakan risiko karena ketidakmampuan 
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memenuhi kebutuhan kas”. Contohnya kepemilikan kas menurun, 
sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan 
perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.  
d. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 
dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 
operasional bank. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena 
berbagai hal termasuk terkena virus. 
e. Risiko Hukum 
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan 
aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh 
adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan 
yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya 
syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna. 
f. Risiko Reputasi 
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
stakeholder  yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 
g. Risiko Stratejik 
Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 
dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan 
dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
h. Risiko Kepatuhan 
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau 
adanya tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan 
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ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan 
melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten. 
 
2.4.6. Pengertian dan Manfaat Manajemen Risiko 
1. Pengertian Manajemen Risiko 
Manajemen risiko adalah kegiatan kunci bagi suatu organisasi. 
Manajemen risiko yang berhasil akan menjamin pencapaian tujuan organisasi 
secara efektif dan efisien. Manajemen risiko membantu pengambilan 
keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya 
terhadap pencapaian tujuan.  
Adapun pengertian Manajemen Risiko dalam Peraturan Bank Indonesia 
No.11/25/PBI/2009 Pasal 1 bagian 5 yaitu :  
“Manajemen risiko adalah serangkaian metedologi dan prosedur yang digunakan 
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul 
dari seluruh kegiatan usaha bank”. 
 
Menurut Djohanputro (2008:43) Manajemen resiko merupakan proses terstruktur 
dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan 
alternatif penanganan resiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan resiko 
 
 Menurut Fahmi (2011:2) Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang 
membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam 
memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 
pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. 
 
Menurut Darmawi (2014 :2) Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau 
penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strateginya mulai dari 
mengidentifikasi risiko, mengukur dan menentukan besarnya risiko, lalu mencari jalan 
bagaimana menangani risiko tersebut. 
 
Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen dalam 
penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh 
organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan 
merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkordinir, dan 
mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. 
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2. Manfaat Manajemen Risiko 
Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada 
beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu : 
a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil 
setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati 
dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. 
b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat 
pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek 
dan jarang panjang. 
c. Mendorong  para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu 
menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya 
kerugian khususnya kerugian dari segi finansial. 
d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang 
minimum. 
e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara 
detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan 
mekanisme secara berkelanjutan. 
 
2.1.7. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko dan Ruang 
Lingkup Manajemen Risiko  
1. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko 
Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif 
ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, 
yaitu : 
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a. Identifikasi Risiko 
Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan 
berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, 
termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh 
perusahaan.  
b. Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Risiko 
Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah 
mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-
bentuk risiko yang didentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara 
detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. 
c. Menempatkan Ukuran-ukuran Risiko 
Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan 
ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model 
metodologi penelitian yang akan digunakan.  
d. Menempatkan Alternatif-alternatif  
Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan 
pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian di jabarkan dalam 
bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-
pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut 
diambil. 
e. Menganalisis Setiap Alternatif  
Pada tahap ini dimana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis 
dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang 
mungkin timbul. 
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f. Memutuskan Satu Alternatif 
Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan 
baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajer perusahaan 
maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki 
pemahaman secara khusus dan mendalam. 
g. Melaksanakan Alternatif yang  Dipilih 
Pada tahap ini setalah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk 
tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah 
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian 
biaya. 
h. Mengontrol Alternatif yang Dipilih Tersebut 
Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim 
manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer 
perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna 
menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. 
i. Mengevaluasi Jalannya Alternatif yang Dipilih 
Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan 
maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan 
kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk 
data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak 
mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. 
 
2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko 
Dalam peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 pada pasal 2 ayat 
(1) dan (2) yang berbunyi : 
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Ayat (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik 
untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan 
perusahaan anak. 
Ayat (2) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
1 paling kurang mencakup : 
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris Dan Direksi  
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen 
risiko. 
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 
pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan  
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 
Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut diatas dapat diuraikan 
bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: 
a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 
Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas 
pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen 
risiko. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sekurang-
kurangnya: 
1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. 
Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan 
komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau 
frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-
faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan. 
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan 
kebijakan manajemen risiko. 
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Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan 
manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-
kurangnya triwulanan. 
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan 
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan direksi. 
Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris adalah 
transaksi yang telah melampaui kewenangan direksi untuk 
memutuskan transaksi dimaksud sesuai dengan kebijakan dan 
prosedur intern bank yang bersangkutan. 
Kewenangan dan tanggung jawab direksi  : 
1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis 
dan komprehensif. Termasuk dalam kebijakan dan strategi 
manajemen risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko 
baik risiko secara keseluruhan (composite), perjenis risiko, 
maupun peraktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi 
manajemen risiko disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam 
satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hall terdapat 
perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank 
secara signifikan. 
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 
dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. 
Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 
manajemen risiko adalah : 
a. Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan 
yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko. 
31 
 
b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan 
komisaris secara triwulanan.  
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan 
persetujuan direksi. Transaksi yang memerlukan persetujuan 
direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan 
pejabat bank satu tingkat dibawah direksi, sesuai dengan 
kebijakan dan prosedur intern yang berlaku. 
4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang 
organisasi yang meliputi komunikasi yang memadai kepada 
seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern 
yang efektif. 
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang 
terkait dengan manajemen risiko antara lain melalui program 
pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai 
penerapan manajemen risiko. 
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi 
secara indipenden. Yang dimaksud dengan pengertian 
independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan 
kerja manajemen risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan 
menyelesaikan transaksi. 
7. Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 
a. Keakuratan metedologi penilaian risiko. 
b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen. 
c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. 
Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksii 
harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat 
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pada seluruh aktifitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang 
diperlukan sesuai dengan profil risiko bank. 
b. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan penetapan Limit Risiko 
Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat : 
1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi 
perbankan. 
2. Penetapan menggunakan metode pengukuran dan sistem informasi 
manajemen risiko. 
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. 
Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap 
oleh permodalan bank. 
4. Penetapan penilaian peringkat risiko. 
Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi bank 
untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran 
risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu : 
a. Rendah (low) 
b. Moderate (moderate) 
c. Tinggi (high) 
5. Penyusunan rencana darurat (contigency plan) dalam kondisi 
terburuk (work case scenario) 
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan 
manajemen risiko. Prosedur dan penetapanlimit risiko wajib 
disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) 
terhadap risiko bank.  
Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurang memuat : 
a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. 
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b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan risiko 
secara berkala. 
Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 
satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan jenis 
risiko, kebutuhan dan perkembangan bank. 
c. Dokumentasi dan prosedur penetapan limit secara memadai. 
Pengertian dan dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi 
yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak 
audit (audit trail) untuk keperluan tujuan internal bank. 
Penetapan limit risiko wajib mencakup: 
a. Limit secara keseluruhan 
b. Limit perjenis risiko 
c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur 
risiko. 
c. Kecukupan Proses indentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan 
Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Pelaksanaan proses identifikasi, pemantapan dan pengendalian risiko 
wajib didukung oleh: 
1. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu. 
2. Laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko kondisi 
keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank 
Pelaksanaan proses identifikasi risiko, yang antara lain dapat 
didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi 
sekurang-kurangnya dengan melakukan analisis terhadap: 
1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank. 
2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. 
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Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-
kurangnya melakukan:  
1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data 
dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. 
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terjadi 
perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor 
risiko, yang bersifat material. 
Pelaksanaan proses pengendalian intern wajib digunakan bank untuk 
mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan 
usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara 
lindung nilai, metode mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk 
menyerap potensi kerugian. 
Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup 
laporan atau informasi mengenai : 
1. Eksposur risiko 
Laporan atau informasi eksposur risiko mencakup eksposur 
kualitatif dan eksposur kuantitatif, secara keseluruhan (composite) 
maupun rincian perjenis risiko per jenis aktifitas. 
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. 
3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan 
target yang diharapkan. 
Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi 
manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. 
d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh 
Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif 
terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh 
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jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat 
waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem 
pengendalian intern wajib memastikan: 
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta kebijakan atau ketentuan intern bank. 
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, 
akurat, tepat guna dan tepat waktu. 
3. Efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan operasional. 
4. Efektifitas budaya risiko (risk culture)pada organisasi bank secara 
menyeluruh. 
Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko 
sekurang-kurangnya mencakup: 
1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat 
risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan 
kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. 
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari 
satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan 
fungsi pengendalian. 
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan 
usaha bank. 
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan 
tepat waktu. 
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap 
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 
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7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem 
informasi manajemen. 
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi 
manajemen. 
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur 
operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus 
bank berdasarkan hasil audit. 
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan 
terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat 
material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.  
  
2.1.8. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit 
Risiko kredit (credit risk) adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau 
pihak  lain dalam dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Singkat kata 
risiko kredit adalah kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali 
pokok pinjamannya plus bunganya (Ali,2006:199). 
Kepentingan bank dalam kaitannya dengan risiko kredit, yaitu bank 
berusaha agar rate of return dari kredit yang diberikan bank adalah 
maksimum. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk maksimalisasi 
tingkat pengembalian kredit bank dengan menjaga credit risk exposure. Untuk 
mencapai itu diperlukan kepiawaian bank dalam mengelola perkreditannya. 
Manajemen bank dalam mengelola risiko kredit haruslah berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen risiko yang telah teruji.  
Bank for international Settlement mengemukakan prinsip-prinsip 
manajemen risiko kredit sebagai acuan dalam melakukan review terhadap 
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risiko kredit yang dikelola bank. Prinsip-prinsip untuk manajemen risiko kredit 
antara lain mencakup: 
1. Membentuk Lingkungan yang Serasi untuk Manajemen Risiko 
(Establishing an Approriate Credit Risk Environment) 
Prinsip Nomor 1 
Dewan komisaris bank bertanggung jawab untuk menyetujui dan 
melakukan kaji ulang secara periodik (minimal sekali setahun) 
strategi risiko kredit dan pokok-pokok kebijakan risiko kredit bank. 
Strategi harus mencerminkan toleransi bank terhadap risiko dan 
tingkat kemungkinan pencapaian yang diharapkan dari adanya 
berbagai risiko kredit. 
Prinsip Nomor 2 
Direksi bank harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan strategi 
risiko kredit yang telah disetujui oleh dewan komisaris serta 
pengembangan kebijakan dan prosedur dalam identifikasi, 
pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit. Kebijakan 
dan prosedur tersebut harus diarahkan pada risiko kredit pada setiap 
kegiatan bank baik secara individual debitur maupun portofolio. 
Prinsip Nomor 3 
Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit serta setiap 
kegiatan dan produk yang berkaitan. Bank harus menyadari bahwa 
risiko terhadap kegiatan dan produk baru merupakan subjek dari 
prosedur dan pengendalian manajemen yang cukup. Sebelum 
dilaksanakan/diluncurkan harus disetujui lebih dahulu oleh dewan 
komisaris atau komite manajemen risiko yang bersangkutan. 
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2. Beroperasi Dalam Suatu Proses Pemberian Kredit Yang Sehat 
(Operating Under A Sound Credit Granting Process) 
Prinsip Nomor 4 
Bank harus beroperasi dalam kriteria pemberian kredit yang sehat 
yang didefenisikan dengan jelas. Kriteria harus meliputi target indikasi 
pasar bank yang jelas dan melalui pemahaman terhadap 
debitur/calon debitur mencakup struktur kredit, tujuan serta sumber 
pembayaran kembali kredit tersebut. 
Prinsip Nomor 5 
Bank harus menetapkan over all limitkredit kepada nasabah 
perseorangan, perusahaan, atau grup perusahaan yang saling 
terkait/berhubungan, dalam suatu jumlah atau eksposur yang dapat 
diperbandingkan, baik dalam trading book pada neraca maupun non 
neraca (off balance sheet). 
Prinsip Nomor 6 
Bank harus mempunyai proses yang jelas dan teratur tentang 
persetujuan kredit-kredit baru, begitu pula pembaharuan 
/perpanjangan kredit, atau pembiayaan (refinancing) kredit yang telah 
ada. 
Prinsip Nomor 7 
Semua perpanjangan kredit harus dilakukan  secara lugas tanpa 
membedakan apakah debitur pihak terafiliasi atau pihak tidak 
terafiliasi dengan bank (arm’s length basis). Khusus kredit kepada 
perusahaan dan individu yang merupakan pihak terafiliasi dengan 
bank, persetujuannya harus dilakukan tersendiri, dipantau (dimonitor) 
secara khusus dan diambil langkah yang diperlukan untuk 
39 
 
pengendalian atau pengurangan risiko kredit yang tidak bersifat 
umum (non arm’s length credit).  
3. Memelihara Administrasi Kredit, Pengukuran dan Proses 
Pemantauan yang Sesuai (Maintaining an Appropriate Credit 
Administration, Measurement and Monitoring Process) 
Prinsip Nomor 8 
Bank harus mempunyai sistem administrasi kredit yang sedang 
berjalan dalam berbagai portofolio kredit.  
Prinsip Nomor 9 
Bank harus mempunyai sistem untuk memantau keadaan masing-
masing individual kredit. 
Prinsip Nomor 10 
Bank harus mendorong pengembangan dan memfasilitasi “internal 
risk rating system” dalam mengelola risiko kredit. Rating system 
harus konsisten dengan sifat, ukuran dan kompleksitas dari kegiatan 
bank. 
Prinsip Nomor 11 
Bank harus mempunyai sistem informasi dan tekhnik analisis yang 
memungkinkan manajemen untuk mengukur risiko kredit baik 
kegiatan pada rekening neraca maupun dalam rekening administratif 
(off balance sheet). Sistem informasi manajemen harus menyajikan 
informasi yang cukup pada komposisi portofolio kredit, termasuk 
identifikasi dari konsentrasi setiap risiko. 
Prinsip Nomor 12 
Bank harus mempunyai sistem monitoring yang menyeluruh tentang 
komposisi dan kualitas dari portofolio kredit. 
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Prinsip Nomor 13 
Bank harus memasukkan sebagai pertimbangan potensi perubahan 
keadaan ekonomi yang akan datang apabila hendak memberikan 
kredit kepada seseorang serta portofolio kreditnya harus 
memperkirakan risiko kredit tersebut dalam kondisi terburuk. 
4. Pengendalian yang Cukup Terhadap Risiko Kredit 
Prinsip Nomor 14 
Bank harus membentuk system asesmen yang independen terhadap 
proses manajemen risiko kredit bank, dan hasil kaji ulang 
dikomunikasikan langsung kepada dewan komisaris dan direksi bank. 
Prinsip Nomor 15 
Bank harus meyakini bahwa fungsi pemberian kredit dikelola 
sebagaimana mestinya dan bahwa eksposur kredit secara konsisten 
berada dalam tingkatan standar kehati-hatian dan batasan-batasan 
internal. Bank harus membentuk dan melaksanakan pengendalian 
intern dan praktek lainnya untuk meyakini bahwa penyimpangan 
terhadap kebijakan, prosedur dan limitasi yang ditetapkan dilaporkan 
pada waktunya kepada tingkatan manajemen yang sesuai untuk 
ditindaklanjuti. 
Prinsip Nomor 16 
Bank harus mempunyai sistem untuk melakukan tindakan koreksi 
nilai terhadap kredit-kredit yang menyimpang, mengelola kredit-kredit 
bermasalah dan pekerjaan-pekerjaan serupa lainnya. 
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5. Peranan Otoritas Pengawasan Bank (The Role Of Supervisor) 
Prinsip Nomor 17 
Otoritas pengawasan bank harus mewajibkan bank mempunyai 
sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 
mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko 
yang menyeluruh. Otoritas pengawasan bank harus melaksanakan 
penilaian yang independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur, 
dan praktek pemberian kredit dan pengelolaan portofolio kredit 
berjalan. Otoritas pengawasan bank dapat menetapkan perlakuan 
khusus dalam rangka prinsip kehati-hatian untuk membatasi 
eksposur kredit kepada suatu debitur dan suatu debitur grup.  
 
2.1.9. Hubungan Manajemen Risiko Kredit dengan Pengendalian Intern 
Pengendalian intern didefenisikan sebagai suatu proses yang dijalankan 
oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 
sebagai berikut : 
1. Keandalan pelaporan keuangan. 
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
3. Efektivitas dan efesiensi operasi. 
Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif 
terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang 
organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu 
mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. 
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a. Cakupan 
Sistem pengendalian intern dakam penerapan manajemen risiko 
sekurang-kurangnya mencakup: 
1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat 
risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan 
kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. 
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari 
satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan 
fungsi pengendalian. 
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan 
usaha bank. 
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan 
tepat waktu. 
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap 
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem 
informasi manajemen. 
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi 
manajemen. 
9. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan 
terhadap penanganan kelemahan-kelamahan bank yang bersifat 
material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 
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b. Kaji ulang penerapan manajemen risiko 
Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko 
sekurang-kurangnya meliputi: 
1. Penerapan manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara 
berkala sekurang-kurangnya setiap tahun oleh Risk Manager atau 
petugas pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Internal Auditor 
pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 
2. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan 
intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko bank, 
perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. 
3. Kaji ulang juga dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak lain yang 
memiliki kualifikasi dan memahami tekhnik manajemen risiko. 
 
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
1. Febriana N. Mandowen (2014) telah melakukan penelitian untuk 
menganalisis tingkat risiko kredit pada PT. Sarana SULSEL Ventura 
menyatakan bahwa tingkat resiko kredit pada PT. Sarana Sulsel pada 
tahun 2009-2011 mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini 
menununjukan bahwa resiko kredit tersebut dikategorikan cukup tinggi. 
Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan pasanganusaha belum 
banyak menghasilkan keuntungan, sehingga terlambat melunasi 
kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sedangkan pada tahun 2012-
2013 mengalami peningkatan hal ini menununjukan bahwa resiko 
kredit tersebut cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi 
perusahaan pasangan usaha belum banyak menghasilkan 
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keuntungan, sehingga terlambat melunasi kewajibannya yang telah 
jatuh tempo.  
2. A. M. Rihzal M. Tarebbang (2011) telah melakukan penelitian untuk 
menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko kredit terhadap 
peningkatan laba pada PT. Bank SULSEL Cabang Utana Bone. Objek 
penelitian ini adalah para analis perbankan yang bertugas untuk 
pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan tahunan perusahaan selama kurun waktu tiga tahun 
dari tahun 2008, 2009, 2010. Pada penelitian ini terdapat tiga 
perusahaan antara lain Perusahaan A, Perusahaan B, Perusahaan C. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analitis. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio yang 
meliputi: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam tiga 
tahun terakhir dinilai telah memadai, berdasarkan hasil perhitungan 
analisis rasio keuangan 
3. Herman (2011) telah melakukan penelitian untuk menganalisis Tingkat 
Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Sinjai di Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa Kredit Non - Performing 
Loans, (NPL) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Sinjai selama empat tahun (2007 -2010) mengalami penurunan tiap 
tahunnya. Hal ini terlihat dari besarnya rata-rata persentase tingkat 
risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sinjai yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia di bawah persentase untuk kredit 
kategori rendah Artinya Non - Performing Loans (NPL) PT. Bank 
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Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama empat periode (2007 - 2010) 
tergolong rendah. 
 
2.3. Kerangka Pikir 
Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko, yang diterapkan pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar, dimana dalam 
penelitian ini hanya difokuskan pada risiko kredit saja. Adapun metode analisis 
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian 
tersebut, akan diperoleh hasil tentang bagaimana PT. Bank Rakyat Indonesia 
menerapkan manajemen risiko khususnya risiko kredit. 
Untuk memperjelas uraian tersebut, maka perlu dibuat desain penelitian 
untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian yang dapat di 
gambarkan pada halaman berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
 
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar 
Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 
Penerapan Manajemen Risiko 
Risiko Kredit 
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2.4.  Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan, maka penulis 
mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah tersebut 
yaitu : Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang Achmad Yani Makassar telah efektif. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif adalah 
suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan 
gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. 
 
3.2. Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad 
Yani Makassar Jl. Jendral Achmad Yani No. 8 Makassar. Adapun penelitian 
ini dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan. 
 
3.3. Populasi dan Sampel 
Yang menjadi populasi dan sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah 
laporan kredit dan data kredit macet dari tahun 2011 – 2013 pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Achmad Yani Makassar. 
 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
3.4.1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif 
kualitatif. Deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau 
rekayasa manusia dari objek penelitian (Sukmadinata, N. S:2011). Penelitian 
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
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postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 
Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara 
alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 
mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sehingga metode 
deskriptif kualitatif ini merupakan prosedur penelitian data deskriptif, yaitu 
berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan 
memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang 
tidak diubah serta menggunakancara yang sistematis dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
 
3.4.2. Sumber Data  
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan  
mengadakan wawancara langsung pada perusahaan sebagai objek 
penelitian. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa 
buku–buku, majalah, dan literatur yang berkaitan erat dengan masalah 
yang dibahas.   
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) adalah suatu metode 
pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari 
berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku–buku yang 
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menyangkut teori–teori yang relevan mengenai penerapan manajemen 
risiko.  
2. Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 
dilokasi (objek penelitian) secara langsung, maupun ditempat lain yang 
kaitannya dengan pokok pembahasan. 
Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara 
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak–pihak yang 
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang 
menunjang analisis dalam penelitian. 
b. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga 
memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 
dihadapi perusahaan. 
 
3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1. Variabel Penelitian  
Variabel merupakan indikator yang sangat menentukan keberhasilan 
penelitian sebab variabel penelitian adalah objek dari penelitian atau 
merupakan titik perhatian suatu penelitian. 
3.6.2. Definisi Operasional 
Untuk menyatukan persepsi tentang pengertian variabel-variabel yang 
diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan batasan-
batasan definisi operasional sebagai berikut : 
1. Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang 
terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang 
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tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan 
masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan 
mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi 
variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab 
( J.Supranto,2003:322 ). 
2. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen 
dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh 
organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup 
kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, 
memimpin/mengkordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) 
program penanggulangan risiko. 
3. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan 
atau default debitur yang tidak dapat di perkirakan atau karena debitur 
tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Achmad Yani Makassar sesuai 
perjanjian yang telah disepakati. 
 
3.7. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan penulis adalah : 
1. Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode 
dimana data yang dikumpulkan diinterprestasikan, dan dianalisis 
sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan 
yang dihadapi. 
2. Metode Komparatif, yaitu membandingkan aturan-aturan BI dengan 
praktik di perusahaan kemudian disimpulkan serta memberikan 
saran dari hasil perbandingan tersebut. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Ringkas Perusahaan 
 
Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiraatmadja dan kawan-kawan 
mendirikan De Poewokertosche Hulp-en Spaarbank der Indlansche Hoofden 
(Bank Priyayi Poerwokerto). 
Pada tahun 1898 dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda didirikan 
Volksbanken atau Bank Rakyat, dikota wilayah nusantara atau Hindia Belanda 
pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1934, didirikan Algemene Volkscrediet 
Bank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa. Pada zaman pendudukan 
Jepang, berdasarkan UU No.39 tanggal 3 Oktober 1942 AVB di Pulau Jawa 
diganti namanya Syamin Ginko (Bank Rakyat). 
Berdasarkan peraturan pemerintah No. 1-1946 tanggal 22 Februari 1946 
tentang aturan “Bank Rakyat Indonesia” ditetapkan berdirinya BRI yang 
merupakan kelanjutan dari Syamin Ginko. Pada masa pendudukan oleh 
Nederlan Indie Civil Administration bank ini ditutup, namun setelah perjanjian 
Roem-Royen, BRI kembali menjadi milik Negara RI 1945. 
Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata telah mempengaruhi 
perkembangan Sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan Surat Keputusan 
Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1950, 
direksi Bank Rakyat Indonesia Negara Bagian Republik Indonesia 1945 
pindah dari Jogjakarta ke Jakarta. 
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Aturan Bank Rakyat Indonesia PP. No. 1-1946 dipengaruhi dengan PP. 
No.25-1951 tanggal 20 April 951 sesuai dengan PP Pengganti UU.(Perpu) 
No.41-1960 tanggal 26 Oktober 1960 LN.No. 128-1960 dibentuk Bank 
Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) dalam bank mana seharusnya berturut-
turut dilebur dan diintegrasikan 
1. BRI dengan Perpu No.42 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 
2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan Perpu No.43 tahun 1960 tanggal 
26 Oktober 1960 
3. Nederlands Hindel-Mij (NHM) setelah dinasionalisasikan dengan 
PP.No.44/60 dan dengan peraturan Menkeu No.261206/BUM II 
tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada BKTN. 
Belum sampai integrasi ketiga bank pemerintah ini terlaksana, bank-
bank umum Negara serta bank tabungan pos dan Penares No.8-
1965 tanggal 4 Juni 1945 dijadikan satu bank Indonesia. Selanjutnya 
Bank Negara Indonesia Unit II (ex peleburan Bank Rakyat dengan 
Bank Tani dan Nelayan) dalam sehari-hari bekerja dengan nama 
Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan exNHM 
bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Eksim. 
Pada akhir tahun 1968 berdasarkan UU Nomor. 14 tahun 1967 
tentang UU Pokok Perbankan dan UU No.13 tahun 1968 tentang UU 
Bank Sentral yang mengembalikan fungsi BI sebagai Bank Sentral, 
Bank Unit II Rural/Eksim dipisahkan menjadi bank-bank milik Negara 
dengan nama : 
 Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan 
kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang 
Rural dengan UU No.21 tahun 1968. 
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 Bank Ekspor-Impor Indonesia yang menampung segala hak dan 
kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang 
Eksim dengan UU No.22 tahun 1968. 
Setalah beroperasi lebih kurang 103 tahun (16 Desember 1895 s/d 1998) 
dikeluarkan suatu keputusan yaitu diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 
tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, maka berdasarkan pasal 21 
ayat 1 UU No.7 tahun 1992 tersebut, suatu bank umum di Indonesia harus 
dibentuk salah satu bentuk hukum tersebut dibawah ini : 
a. Perusahaan Perseroan (Persero) 
b. Perusahaan Daerah 
c. Koperasi 
d. Perseroan Terbatas 
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank 
Umum yang didirikannya dengan UU No. 21 tahun 1968 harus menyesuaikan 
bentuk hukumnya menurut UU Perbankan adalah Peraturan Pemerintah 
No.21 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia 
menjadi perseroan (Persero), dimana perahlian bentuk hukum harus menjadi 
persero ini berubah statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara. 
Sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-
1940/MK.01/1992 tertanggal 31 Juni 1992 penyesuaian bentuk hukum 
tersebut dilaksanakan dengan akta notaris No. 133 tanggal 31 Juli 1992 yang 
dibuat oleh dan dihadapan Muhani Salim, SH Notaris di Jakarta. 
Sejalan dengan bentuk hukum perseroan tersebut, telah ditetapkan modal 
dasar perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) terbagi 
dalam 5.000.000 (lima juta) lembar saham, masing-masing saham dengan 
nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah 
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diambil/ditempatkan dalam kas perseroan sebanyak 1.000.000 lembar saham, 
dimana 99,99 % saham dimaksud dikuasai oleh Negara Republik Indonesia. 
Sesuai dengan pasal 1 akta pendirian No. 133 tertanggal 31 Juli 1992, 
maka yuridis penyebutan Bank Rakyat Indonesia sebagai perseroan adalah 
perusahaan perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
 
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediary, agar 
dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya tercapai apa yang telah 
ditargetkan, berikut ini adalah visi dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk adalah : 
1. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Menjadikan BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu 
mengutamakan kepuasan nasabah. 
2. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 
mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 
kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia 
yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan 
melaksanakan manajemen risiko yang efektif serta praktik Good 
Corporate Governance yang sangat baik. 
c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-
pihak yang berkepentingan (stakeholders). 
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4.1.3 Budaya Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
 
Dalam menjalankan fungsi intermediary ,PT. Bank Rakyat Indonesia 
memiliki budaya kerja yang berlaku diseluruh lingkungan wilayah kerja sejak 
tanggal 16 Desember 2000 (Magdalena, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 
2008). Budaya kerja yang mengandung nilai-nilai, bukti-bukti dan pedoman 
yang merupakan ciri khas PT. Bank Rakyat Indonesia diantaranya: 
1. Integritas : Setiap pekerja menjadi satu atau menyatu dengan BRI. 
2. Profesionalisme : Setiap pekerja harus bekerja secara professional. 
3. Kepuasan Nasabah : BRI mengutamakan kepuasan nasabah. 
4. Keteladanan : Setiap pemimpin menjadi teladan bagi bawahannya. 
5. Penghargaan kepada SDM : BRI memberikan penghargaan kepada 
pekerja yang dianggap berprestasi. 
 
4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad 
Yani Makassar (Persero) Tbk 
Di dalam sebuah organisasi bank, baik itu berbentuk organisasi 
perusahaan maupun organisasi perkumpulan biasa, pasti mempunyai struktur 
organisasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menggambarkan batas - batas 
tugas, wewenang dan tanggung jawab serta bagaimana hubungan antara 
suatu bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi tersebut guna 
mencapai tujuan bersama. Untuk menggerakkan organisasi dibutuhkan 
personil yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi dimana masing - 
masing personil diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan 
jabatannya. Hubungan dan kerjasama dalam organisasi dituangkan dalam 
struktur organisasi. Formasi struktur organisasi dapat dilihat pada skema 
berikut ini :
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi
5
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4.1.5 Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 
1. Pimpinan Cabang 
a. Wewenang 
1. Bertindak sebagai pemrakarsa kredit. 
2. Memberikan rekomendasi untuk kredit putusan pejabat diatasnya. 
3. Memutuskan kredit sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Mendukung pimpinan cabang dalam membina dan 
mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai 
target yang telah ditetapkan terutama yang terkait dengan bidang 
pemasaran. 
2. Memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan 
sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan kanca guna 
mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah. 
2. Manager Pemasaran 
a. Wewenang 
1. Mewakili BRI dan negoisasi dengan calon nasabah penyimpangan 
sesuai batas kewenangannya. 
2. Mengusulkan special rute kepada Pimpinan Cabang sesuai 
permohonan calon nasabah penyimpanan. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Menyusun Rencana Pemasaran Tahunan berdasarkan target yang 
telah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang sebagai pedoman 
kerjanya. 
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2. Menyusun rencana kerja tiga bulanan berdasarkan rencana kerja 
tahunan yang telah ditetapkan oleh atasannya sebagai pedoman 
kerja untuk digunakan sebagai bahan evaluasi hasil penjualan 
yang dicapai setiap akhir bulan, triwulan dan tahunan. 
3. Account Officer 
a. Wewenang 
1. Memeriksa kelengkapan dan meminta nasabah melengkapi 
persyaratan kredit. 
2. Melakukan pemeriksaan usaha nasabah secara administrasi dan 
lapangan 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah 
untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan 
kepentingan bank. 
2. Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya 
dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja 
terkait. 
4. Funding Officer 
a.  Wewenang 
1. Mewakili Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam negoisasi dengan 
calon nasabah penyimpanan sesuai batas penawarannya. 
2. Membawa nasabah untuk membuat/mengisi aplikasi pembukuan 
rekening 
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b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan kredit yang 
telah ditetapkan oleh pimpinan cabang sebagai pedoman 
kerjanya. 
2. Menyusun rencana kerja tiga bulanan dan bulanan dan 
berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh 
atasannya sebagai pedoman kerja untuk digunakan sebagai 
bahan evaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap akhir bulanan, 
triwulan dan tahunan. 
5. Manager Operasional 
a. Wewenang 
1. Memberikan instruksi pencarian kredit (IPK), setalah semua 
persyaratan kredit terpenuhi yang meliputi : 
 Semua dokumen yang mendukung pemberian kredit dan 
syarat-syarat yang telah ditetapkan telah dipenuhi dengan 
lengkap. 
 Biaya-biaya dalam rangka pemberian kredit telah disetor 
tunai oleh nasabah. 
2. Sebagai checker / signer atas transaksi tunai / OB yang berkaitan 
dengan pinjaman sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Menjaga proses dan prosedur administrasi kredit di kantor cabang 
telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
mengamankan kepentingan bank. 
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2. Memantau portofolio kredit sesuai dengan informasi yang 
dibutuhkan manajamen kanca dalam rangka menghasilkan 
portofolio kredit yang sehat, berkembang dan menghasilkan. 
6. Assisten Manager Operasional 
a. Wewenang 
1. Bertindak sebagai cheker atas semua transaksi pemindah bukuan 
yang ada dalam bidang dana dan jasa sekaligus mengesahkan 
(signer) sesuai wewenangnya. 
2. Memeliharakerjakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
atasan dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan 
operasional kanca. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Melakukan pengawasan atas kegiatan pelayanan dana, jasa 
(termasuk rekening kerjasama) yang dilakukan oleh petugas 
pelayanan nasabah guna meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada nasabah. 
2. Memastikan input data pemberian cek kepada nasabah yang telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk menghindari 
penyalahgunaan. 
7. Supervisor Administrasi Kredit 
a. Wewenang 
1. Memeliharakerjakan register dan dokumen yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya. 
2. Mengentry data status pinjaman. 
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b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Menyiapkan kredit yang jatuh tempo (3) bulan yang akan datang 
dan melaporkan kepada atasannya guna menjadi informasi 
pejabat kredit lini, memproses perpanjangan kredit yang akan 
jatuh tempo. 
2. Memeliharakerjakan berkas 1 pinjaman dengan tertib dan aman 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
mengamankan kepentingan bank. 
8. ADK Komersil 
a. Wewenang 
Menyimpan dan memelihara kerjakan berkas pinjaman. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Membantu nasabah dalam menyiapkan tanda setoran biaya dalam 
rangka realisasi kredit untuk meningkatkan kepuasan nasabah. 
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit yang 
akan dicairkan dalam rangka kelancaran pelayanan nasabah dan 
menjaga kepentingan bank. 
9. Petugas Devisa 
a. Wewenang 
Mengelola sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Meneliti dokumen pengambilan barang import yang diajukan 
importer guna memastikan kebenaran dan keabsahannya untuk 
menghindari kerugian bank. 
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2. Mengarsip berkas nasabah giro/deposito valas guna 
mengamankan asset bank 
10. Supervisor Pelayanan Kas 
a. Wewenang 
1. Melaksanakan fungsi checker atas transaksi di atas 
wewenangnya. 
2. Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas 
transaksi pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada 
nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan. 
2. Menerima uang setoran dari masalah dan mencocokkan dengan 
tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan 
keaslian uang yang diterima. 
11. Teller 
a. Wewenang 
Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas transaksi 
pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Menerima uang tunai dari nasabah dan mencocokkan dengan 
tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan 
keaslian uang yang diterima. 
2. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan 
kebenaran dan keamanan transaksi. 
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12. Teller Kurir Kas (TKK) 
a. Wewenang 
Memeliharakerjakan sarana/prasarana yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Bertanggung jawab langsung kepada supervisior kas atau asisten 
manajer operasional dalam hal tidak ada informasi supervisor 
pelayanan kas. 
13. Customer Service 
a. Wewenang 
1. Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, 
aplikasi, perjanjian-perjanjian. 
2. Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana 
tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan 
oleh Bank. 
3. Melakukan verifikasi tanda tangan customer. 
4. Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek apabila 
tidak memenuhi persyaratan. 
5. Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah 
maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan 
pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, 
permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan 
informasi sejelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa 
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yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon 
nasabah. 
2. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang 
disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan 
nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah. 
3. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar 
rehabilitasi nasabah serta file nasabah. 
4. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek 
dan bilyet giro serta surat kuasa. 
5. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah. 
6. Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan. 
7. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan 
yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. 
14. Supervisor Dana dan Jasa 
a. Wewenang 
1. Memberikan informasi saldo nasabah kepada yang berwenang. 
2. Memeliharakerjakan register dan dokumen yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
1. Memeliharakerjakan arsip kertas masalah guna memudahkan 
pelaksanaan pelayanan kepada nasabah. 
2. Menatakerjakan administrasi dan laporan nasabah NIK. 
15. Petugas Kliring 
a. Wewenang 
Memeliharakerjakan register dan dokumen yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya. 
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b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana 
maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan 
kepada nasabah. 
16. Petugas SDM 
a. Wewenang 
Bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam mempersiapkan 
kelengkapan. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di 
wilyah setempat. 
17. Petugas Logistik 
a. Wewenang 
Memberikan pelayanan di bidang logistik yang meliputi : Pengadaan 
tanah, bangunan, peralatan kantor, ATK, kendaraan dan meneteir 
kantor. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Mengidentifikasi kebutuhan logistik di wilayahnya. 
18. Sopir 
a. Wewenang 
1. Melayani transportasi pegawai untuk keperluan dinas. 
2. Merawat agar kendaraan selalu dalam keadaan baik. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Memeriksa keutuhan perlengkapan kendaraan seperti STNK dan 
peralatan yang diperlukan. 
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19. Pramubakti 
a. Wewenang 
Sebagai pesuruh dalam kantor sesuai perintah atasan. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Mengelola sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya. 
20. Asisten Manager Mikro 
a. Wewenang 
Memantau dan mengawasi jajaran unit kerja dibawahnya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Mengelola sarana dan prasana yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya. 
21. BRI Unit 
a. Wewenang 
Menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bidang kerjanya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Unit kerja yang operasionalnya ditingkat kecamatan yang dibawahi 
oleh kantor cabang. 
22. Petugas Administrasi Unit 
a. Wewenang 
Melaporkan hasil kerja pembukuan 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Membuat dan menyelesaikan administrasi pembukuan yang terjadi 
antara dari dan ke unit dan cabang. 
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23. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 
a. Wewenang 
Melakukan tugas-tugas tertentu yang diserahkan kepadanya oleh 
pimpinan cabang baik intern maupun ekstern dan mengambil tindakan 
seperlunya yang bertujuan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. 
b. Tugas dan Tanggung Jawab 
Membimbing pejabat/staf dan pegawai-pegawai lainnya di kantor 
cabang sesuai dengan petunjuk pimpinan cabang. 
 
4.1.6 Kegiatan Usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pemerintah 
yang melakukan usaha bank umum, seperti pada bank-bank pemerintah 
lainnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. 
Kegiatan usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diarahkan 
kepada perbaikan ekonomi dan pembayaran ekonomi nasional dengan cara 
melakukan usaha bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memberikan jasa-jasa 
perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk lebih jelasnya akan 
diuraikan produk-produk yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk yaitu : 
1. Produk Simpanan 
1. BritAma Rupiah     
2. BritAma Valas 
3. BRI Junio 
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4. Simpedes 
5. Simpedes TKI 
6. Tabungan Haji 
7. Deposito BRI Rupiah 
8. Deposito BRI Valas 
9. Deposit On Call (DOC) 
10. GiroBRI Rupiah 
11. GiroBRI Valas 
2. Produk Pinjaman 
1. Kredit Mikro 
 Kupedes 
 KUR Mikro 
2. Kredit Ritel Komersial 
 Kredit Agunan Kas 
 Kredit Investasi (KI) 
 Kredit Modal Kerja (KMK) 
 KMK Ekspor 
 KMK Konstruksi 
 KMK Konstruksi BO-I 
 Kredit Waralaba 
 Kredit SPBU 
 Kredit Resi Gudang 
 Kredit Pemilikan Gudang 
 KMK Talangan SPBU 
 Kredit PPTKIS dan TKI 
 Kredit Pre-Financing 
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 Kredit Post-Financing 
 Distributor Financing 
3. Kredit Konsumer 
1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 
 Home Ownership Program Kerjasama dengan instansi maupun 
perusahaan-perusahaan 
 KPR Kerjasama 
 KPR Individu 
 KPRS 
2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 
 KKB Langsung 
 KKB Kerjasama 
3. Kartu kredit 
 Kartu Kredit Visa 
 Kartu Kredit Mastercard 
4. Briguna Karya 
5. Briguna Purna 
4. Kredit Program 
1. Kredit Pengembangan Energi Nabati & Perkebunan (KPEN-RP) 
2. Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) 
3. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA) 
4. Resi Gudang (Subsidi & Komersial) 
5. KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) 
6. KUR Ritel BRI 
7. KUR TKI BRI 
8. KUR Tanaman Keras 
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5. Kredit Menengah dan Korporasi 
1. Kredit Modal Kerja (KMK) 
2. Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E) 
3. Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I) 
4. Kredit Modak Kerja Konstruksi (KMK-K) 
5. Kredit Investasi (KI) 
6. Kredit Sindikasi 
6. Jasa Bank 
1. Jasa Bisnis  
 Bank Garansi 
 Bank Kliring 
2. Jasa Keuangan 
 Bill Payment 
 Penerimaan Setoran 
 Transaksi Online 
 Transfer dan LLG 
 Visa on Arrival 
3. Jasa Kelembagaan 
 SPP Online 
 Cash Management BRI 
4. Jasa E-Banking  
 ATM BRI 
 Mobile Banking BRI 
 Phone Banking BRI 
 Internet Banking BRI 
 E-BUZZ 
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 Kiosk BRI 
 Mini ATM BRI 
 BRIZZI 
 MOCASH 
5. Layanan Bisnis Internasional 
1. Layanan Impor 
a. Penerbitan Letter of Credit 
b. Penerbitan Amendment LC 
c. Fasilitas Kredit Impor 
i. Pre-Impor Financing (Penangguhan Jaminan Impor) 
ii. Post-Impor Financing (KMKI & Trust Receipt) 
2. Layanan Ekspor 
a. Advising LC 
b. LC Confirmation 
c. Jasa Penagihan Ekspor 
i. Outward Documentary Collection 
ii. Outward Clean Collection 
d. Pre-Shipment Financing (KMKE) 
e. Post-Shipment Financing 
i. Negosiasi Wesel Ekspor 
ii. Diskonto Wesel Ekspor Berjangka 
iii. Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka amet 
3. Refinancing LC 
4. Risk Participation 
5. Banker Acceptance 
6. USD Local Settlement 
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7. Guarantee (Standby LC) 
8. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 
9. Bill Purchase Financing 
10. Money Changer 
11. BRI Remittance 
6. Layanan Treasury 
1. Transaksi Valuta Asing/Foreign Exchange 
2. Transaksi Swap 
3. Transaksi Forward 
4. Jasa Wali Amanat 
5. Jasa Agen Penjual Efek 
6. Jasa Kustodian 
7. Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK-BRI) 
 
4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian 
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, resiko kredit didefinisikan 
sebagai resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur memenuhi 
kewajibannya. Resiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank 
seperti perkreditan, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat 
dalam trading book maupun banking book. 
Secara umum, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Achmad Yani sudah 
menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan BI 
No.11/25/PBI/2009 dan sudah dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. 
Implementasi manajemen resiko  tersebut telah sejalan dengan rekomendasi 
yang di keluarkan oleh Bank International Settlements melalui Basel 
committee on Banking Supervision sebagaimana diwajibkan oleh Bank 
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Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen 
risiko. Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian data dapat diperoleh 
pencapaian atau manifestasi kinerja manajemen resiko melalui pencapaian 
prinsip-prinsip manajemen resiko kredit yang dijalankan, yaitu: 
 
4.2.1. Membentuk Lingkungan yang Serasi untuk Manajemen Resiko 
Prinsip Pertama 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah membentuk Dewan komisaris yang 
bertanggung jawab untuk menyetujui dan melakukan kaji ulang secara 
periodik setiap tahun terkait strategi risiko kredit dan pokok-pokok kebijakan 
risiko kredit bank. Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama, 
Komisaris dan Komisaris Independen yang bersama-sama dengan Satuan 
Kerja Manajemen Resiko (SKMR) telah melakukan pemantauan terhadap 
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh kantor cabang. 
Strategi yang dijalankan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Strategi dan 
kebijakan risiko kredit tersebut meliputi: 
a. Penetapan batas toleransi bank (bank’s tolerance) terhadap risiko. 
b. Penetapan tingkat profitabilitas pendapatan yang diharapkan. 
c. Siklus perekonomian domestik dan internasional dan perubahan-
perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh 
portofolio kredit. 
d. Untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan. 
Prinsip Kedua 
Direksi Bank PT. Bank Rakyat Indonesia telah bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan strategi risiko kredit yang telah disetujui oleh dewan 
komisaris serta telah mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, 
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pemantauan, dan pengendalian risiko kredit. Prosedur dan kebijakan risiko 
kredit yang dikembangkan dan diimplementasikan sebagai berikut : 
a. Standar pemberian kredit yang sehat. 
b. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit.  
c. Identifikasi dan penanganan kredit bermasalah. 
Prinsip Ketiga 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah mengidentifikasi dan mengelola risiko 
kredit serta setiap kegiatan dan produk yang berkaitan. PT. Bank Rakyat 
Indonesia juga telah menyadari bahwa risiko terhadap kegiatan dan produk 
baru merupakan subjek dari prosedur dan pengendalian manajemen yang 
cukup. 
Seluruh produk dan aktifitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan 
telah melalui proses pengendalian yang layak, dan disetujui oleh Direksi dan 
direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko. 
 
4.2.2. Beroperasi dalam Suatu Proses Pemberian Kredit yang Sehat 
Prinsip Keempat 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah beroperasi dalam kriteria pemberian 
kredit yang sehat yang didefinisikan dengan jelas guna melakukan penilaian 
secara komprehensif terhadap profil risiko bank, informasi-informasi tersebut 
meliputi: 
a. Tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayarannya. 
b. Profil risiko terkini debitur dan agunannya serta pengaruhnya terhadap 
perkembangan kondisi pasar. 
c. Analisis kemampuan membayar 
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d. Kompetensi bisnis dari debitur dan kondisi sektor ekonomi/bisnis dari 
debitur.  
e. Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang 
untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu mendatang. 
Prinsip Kelima 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah melakukan penyeleksian dalam 
melakukan transaksi kredit dan komitmen untuk meminimalkan eksposur 
risiko kredit. Penyeleksian transaksi terhadap risiko kredit tersebut meliputi: 
a. Pertimbangan tingkat profitabilitas sekurang-kurangnya dengan cara 
menganalisa perkiraan biaya dan pendapatan operasional yang dilakukan 
dengan cara komprehensif serta biaya yang berhubungan dengan 
estimasi terjadinya default dari debitur serta perhitungan kebutuhan 
modal. 
b. Penetapan pricing fasilitas kredit dilakukan secara konsisten dengan 
memperhitungkan tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijaminkan. 
c. Setiap triwulan Direksi memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dan 
transaksi kredit yang diberikan dan analisis pricing dari transaksi kredit 
beserta dengan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah 
memburuknya kondisi keuangan bank. 
Prinsip Keenam 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah menetapkan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian atau kegiatan perbankan sebab 
prosedur pemberian kredit yang sehat harus melalui proses analisis, 
pemberian persetujuan dan melakukan pencatatan kredit. PT. Bank Rakyat 
Indonesia telah melakukan review untuk menyesuaikan prosedur yang 
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mencakup analisis, persetujuan dan pencatatan kredit dengan memperhatikan 
sebagai berikut : 
a. Prosedur pendelegasian wewenang persetujuan kredit dan komitmen. 
b. Pemisahan fungsi yang jelas antara yang melakukan persetujuan, analisis 
dan administrasi kredit. 
c. Meiliki satuan kerja yang melakukan review terhadap kualitas kredit. 
Proses review ini dilakukan secara triwulanan yang meliputi klasifikasi 
eksposur kredit, penilaian kualitas agunan, penentuan besarnya provisi. 
Hasil review tersebut harus diarsipkan dengan baik oleh bagian 
perkreditan. 
d. Pengembangan administrasi perkreditan dengan memperhatikan : 
1. Efisiensi dan efektivitas termasuk dokumentasi, pemantauan, 
persyaratan kontrak, perjanjian kredit dan pengikatan agunan. 
2. Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan. 
3. Pemisahan fungsi/tugas yang layak. 
4. Kelayakan pengendalian seluruh prosedur back office. 
5. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern yang berlaku. 
e. Penatausahaan dan pendokumentasian seluruh informasi kuantitatif dan 
kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip kredit untuk digunakan 
dalam melakukan kaji ulang. 
f. Secara triwulanan dilakukan pencatatan pada arsip perkreditan 
khususnya debitur yang mempunyai tunggakan atau terhadap debitur 
yang portofolio kreditnya mengandung eksposur risiko yang tinggi. 
Prinsip Ketujuh 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah melakukan kaji ulang terhadap 
penetapan limit risiko kredit dengan memperhatikan cakupan sebagai berikut : 
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a. Eksposur kepada nasabah atau counterparty. 
b. Eksposur kepada pihak terkait. 
c. Eskposur terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis. 
Metode penentuan limit kepada nasabah atau counterparty didasarkan 
atas analisis data kuantitatif laporan keuangan dan data kualitatif yang 
bersumber dari hasil interview dengan nasabah. 
Penetapan limit risiko kredit juga telah didokumentasikan dengan baik 
untuk memudahkan jejak audit bagi kepentingan audit intern dan ekstern. 
 
4.2.3. Memelihara Administrasi Kredit, Pengukuran dan Proses 
Pemantauan Yang Sesuai 
Prinsip Kedelapan 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah melakukan identifikasi Risiko Kredit 
yang melekat pada berbagai aktivitas fungsional BRI seperti perkreditan 
(penyediaan dana), treasuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan 
yang tercatat dalam banking book maupun trading book. 
Proses identifikasi dan analisis risiko kredit telah bersifat proaktif, 
mencakup seluruh produk dan kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
dibidang kredit, menggabungkan dan menganalisis probabilitas terjadinya 
kegagalan (default) kredit serta konsekuensinya. Identifikasi Risiko Kredit 
dilakukan secara cermat agar pengukuran Risiko Kredit dalam portofolio Bank 
Rakyat Indonesia dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya. 
PT. Bank Rakyat Indonesia juga telah mengembangkan pemahaman dan 
analisis mengenai risiko kredit yang terdapat dalam kegiatan usaha yang terus 
berkembang. 
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Prinsip Kesembilan 
Sistem pemantauan dan pengukuran risiko kredit pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia telah mempertimbangkan : 
1. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan 
debitur/counterparty serta persyaratan dalam perjanjiankredit seperti 
jangka waktu dan suku bunga. 
2. Jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensi pasar. 
3. Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.  
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar berdasarkan hasi penilaian 
pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang 
menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern 
(internal risk rating). 
Pengukuran risiko kredit terus dilakukan secara berkala dengan metode 
yang meliputi dan memanfaatkan parameter, mark to market pada transaksi 
risiko kredit tertentu, dan credit scoringheds yang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
Adapun parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit antara 
lain mencakup : 
1. Non Perforrming Loans (NPLs) 
2. Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi. 
3. Kecukupan agunan. 
4. Pertumbuhan kredit. 
5. Non performing portofolio treasury dan investasi (non kredit). 
6. Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, surat berharga 
dan penyertaan). 
7. Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi. 
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8. Transaksi pembiayaan perdagangan yang default. 
9. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.  
10. Ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). 
Prinsip Kesepuluh 
Terkait teknik pengukuran risiko kredit dengan pendekatan 
pemeringkatan risiko intern (internal risk rating), maka data yang digunakan 
harus divalidasi secara berkala. Penyusunan dan penerapan internal risk 
rating harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia berwenang menetapkan kebijakan 
pemeringkatan intern yang diantaranya meliputi metodologi atau kriteria yang 
digunakan dan penilaian secara berkala terhadap kelayakan, sistem dan 
prosedur pemeringkatan tersebut. 
Bank Rakyat Indonesia juga melakukan stress test untuk mengidentifikasi 
kejadian dan atau faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam 
menimbulkan kerugian. Stress test mencakup analisis tindakan yang akan 
diambil oleh manajemen. 
Prinsip Kesebelas 
Pengukuran risiko kredit dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia untuk 
menilai dan menganalisis eksposur risiko kredit serta mengidentifikasi setiap 
sensitivitas atau konsentrasi khusus pada portofolio kredit di Bank Rakyat 
Indonesia. Bank Rakyat Indonesia telah menyusun prosedur tertulis yang 
memungkinkan untuk : 
1. Konsolidasi eksposur on balance sheet dan off balance sheet yang 
mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau perkelompok debitur 
dan atau counterparty tertentu mengacu pada konsep single obligor. 
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2. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan 
kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan pemilihan kreteria 
tertentu. 
3. Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan 
pemantauan oleh satuan kerja terkait. 
Prinsip Keduabelas 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah melakukan review terhadap prosedur 
pemantauan untuk mengetahui efektivitas pelaksana kebijakan, dan limit risiko 
kredit yang didukung suatu sistem informasi manajemen, yang menyediakan 
laporan dan data secara tepat waktu, serta prosedur untuk memantau kondisi 
setiap debitur atau counterparty pada seluruh portofolio kredit Bank Rakyat 
Indonesia. 
Sistem pemantauan yang akan disusun harus memuat ukuran dalam 
rangka : 
a. Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari 
debitur atau counterparty. 
b. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau 
kontrak transaksi risiko kredit. 
c. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau 
counterparty. 
d. Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan 
kredit bermasalah secara tepat waktu. 
e. Menangani dengan cepat kredit bermasalah. 
PT. Bank Rakyat Indonesia juga telah menggunakan metode kolektibilitas 
untuk melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan 
limit risiko kredit yang telah di tetapkan. Pemantauan risiko kredit harus 
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dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Divisi Manajemen Risiko 
Kredit actual dengan limit risiko kredit yang ditetapkan. 
Prinsip Ketigabelas 
Bank Rakyat Indonesia juga melakukan stress test untuk mengidentifikasi 
kejadian dan atau faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam 
menimbulkan kerugian. Stress test mencakup analisis tindakan yang akan 
diambil oleh manajemen. 
Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko kredit, Divisi Manajemen 
Risiko telah menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara 
berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada 
Komite Manajemen RIsiko dan Direksi. 
Laporan risiko kredit juga telah disusun dengan format sesuai ketentuan 
yang berlaku, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan mengenai 
seluruh eksposur risiko kredit dan potensi kerugian Bank Rakyat Indonesia. 
 
4.2.4. Pengendalian yang Cukup Terhadap Resiko Kredit 
Prinsip Keempat Belas 
Pengendalian risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk 
memastikan bahwa unit kerja perkreditan dan transaksi risiko kredit lainnya 
telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko kredit tetap konsisten 
dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standard kehati-hatian. 
Kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko merupakan salah satu 
aktifitas pengendalian intern yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa 
proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai. Pelaksanaan 
kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko di Bank Rakyat Indonesia 
meliputi: 
82 
 
a. Proses manajemen risiko dikaji dan dievaluasi secara berkala sekurang-
kurangnya setiap tahun oleh Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko atau 
petugas pada Unit Kerja Manajemen Risiko dan Internal Auditor pada 
Audit Intern Bank Rakyat Indoensia. 
b. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan 
intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko yang 
ditimbulkan oleh aktifitas bank tertentu serta perkembangan perubahan 
pasar dan inovasi baru yang muncul dalam metode pengukuran dan 
pengelolaan risiko. 
c. Kaji ulang oleh Intern Bank Rakyat Indonesia dilengkapi dengan kaji 
ulang oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan 
memahami teknik manajemen risiko. 
Prinsip Kelima Belas 
Pelaksanaan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen 
risiko Bank Rakyat Indonesia telah didukung oleh sistem pengendalian intern 
yang efektif, untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi 
secara tepat waktu, sesuai dengan pendelegasian wewenang dan penilaian 
fungsi, yang diwujudkan dalam sistem dan prosedur operasional. 
Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang 
ditetapkan oleh Direksi Bank Rakyat Indonesia secara berkesinambungan dan 
efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh 
jenjang organisasi. Meskipun demikian, Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
wajib di evaluasi dan dinilai oleh audit intern dan disesuaikan dengan 
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 
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Sistem Pengendalian Intern wajib memastikan : 
1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
serta kebijakan atau ketentuan internal. 
2. Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, 
akurat, tepat guan dan tepat waktu, sehingga mendukung proses 
pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan 
serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. 
3. Efektivitas budaya risiko (Risk Culture) pada organisasi bank secara 
menyeluruh, sehingga memungkinkan pengidentifikasian kelemahan 
dan penyimpangan secara lebih dini dan dapat menilai kembali 
kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara 
berkesinambungan. 
Pihak-Pihak dalam Sistem Pengendalian Intern 
Penyelenggaran sistem pengendalian intern Bank Rakyat Indonesia 
merupakan tanggungjawab semua pihak yang terkait dalam organisasi Bank 
Rakyat Indonesia antara lain : 
1. Komisaris 
Komisaris Bank Rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam 
melakukan pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern secara 
umum termasuk kebijakan-kebijakan Direksi yang mengatur sistem 
tersebut berjalan dengan baik. 
2. Direksi  
Direksi Bank Rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam 
menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang kuat dan 
efektif serta menjamin bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan 
sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang telah ditetapkan. 
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3. Audit Intern  
Audit Intern harus mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan 
efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan 
dnegan pelaksanaan operasional Bank Rakyat Indonesia yang berpotensi 
menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 
oleh Direksi. 
4. Pekerja 
Setiap pekerja Bank Rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab sesuai 
dengan uraian tugas masing-masing dan wajib memahami serta 
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang telah ditetapkan Direksi. 
Prinsip Keenam Belas 
Bank Rakyat Indonesia berupaya mengendalikan risiko kerugian sebagai 
akibat kredit yang terkonsentrasi dengan menetapkan pembatasan limit/dalam 
pemberian kredit, sekurang-kurangnya mencakup limit : 
a. Eksposur kepada nasabah atau counterparty. 
b. Eksposur kepada pihak terkait. 
c. Eksposur berdasarkan sektor ekonomi atau area geografis tertentu.  
d. Eksposur berdasarkan segmentasi bisnis. 
Bank Rakyat Indonesia telah berupaya mengantisipasi kerugian untuk 
menjamin kelangsungan usahanya. Pembentukan cadangan kerugian 
didasarkan atas perkiraan jumlah kerugian yang mungkin terjadi dengan 
menggunakan metode perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Bank Rakyat Indonesia memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit 
bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan 
menerapkannya secara efektif. Apabila terdapat kredit bermasalah yang 
cukup signifikan, bank memisahkan funsi penyelesaian kredit bermasalah 
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tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi 
dan hasil penanganan kredit bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam 
suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk 
kepentingan unit kerja yang berfungsi menyalurkan kredit. 
 
4.2.5. Peranan Otoritas Pengawasan Bank 
Prinsip Ketujuh Belas 
Otoritas pengawasan bank telah mewajibkan bank untuk mempunyai 
sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 
mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko yang 
menyeluruh. Otoritas pengawasan bank melaksanakan penilaian yang 
independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur, dan praktek pemberian 
kredit dan pengelolaan portofolio kredit berjalan.  
Implementasi manajemen risiko pada PT. Bank Rakyat Indonesia telah 
efektif dan sejalan dengan rekomendasi yang di keluarkan oleh Bank 
International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision 
sebagaimana diwajibakan oleh Bank Indonesia melalui peraturan Bank 
Indonesia tentang penerapan manajemen risiko (Peraturan BI 
No.11/25/PBI/2009). 
Selain itu penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Achmad Yani Makassar yang telah sesuai dengan 
peraturan BI NO.11/25/PBI/2009 telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah kredit macet dari tahun 2011 
sebanyak 44 nasabah menjadi 25 nasabah di tahun 2012 namun pada tahun 
2013 sistem penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia kurang efektif karena mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya menjadi 29 nasabah. 
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Gambar 4.2. Kredit Macet 
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Hal ini disebabkan oleh debitur gagal memenuhi kewajibannya baik 
hutang pokok maupun hutang bunga. Kredit yang gagal dibayar debitur 
menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana seharusnya dapat 
dipakai untuk memenuhi kewajiban bank bertahan pada debitur yang 
bersangkutan sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 
pihak ketiga lainnya. Kemacetan kredit dapat diusahakan recoverynya dari 
jaminan yang diserahkan, tapi karena jaminan tidak diikat bank tidak 
melakukan eksekusi sehingga bank tidak dapat memperoleh recovery ini di 
sebut sebagai akibat kesalahan proses. 
Untuk menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko 
dapat dilihat pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang telah membentuk Dewan 
Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris 
Independen yang bersama-sama melakukan pemantauan terhadap kebijakan 
dan pelaksanaan manajemen risiko diseluruh kantor cabang. PT. Bank Rakyat 
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Indonesia juga sudah membentuk Dewan Direksi, yang terdiri atas Direktur 
Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, 
Direktur Pengendalian Risiko Kredit, yang mana membawahi langsung satuan 
kerja manajemen risiko. 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah menyediakan sumber daya yang 
berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan yang efektif dengan cara 
berkala mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi 
manajemen risiko. Dimana pemimpin cabang dan semua pemimpin seksi 
telah dinyatakan lulus sertifikasi manajemen risiko. 
PT. Bank Rakyat Indonesia telah memiliki kebijakan dan prosedur dan 
penetapan limit salah satunya tercermin pada ditetapkannya Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian atau kegiatan 
Perbankan. PT. Bank Rakyat Indonesia telah secara efektif melakukan proses 
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko bank serta 
memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan sudah 
menjadi tugas masing-masing karyawan, pemimpin seksi, dan pada akhirnya 
menjadi tanggung jawab pemimpin cabang. Disamping itu, Bank Rakyat 
Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan 
memadai yang dilakukan oleh grup audit intern yang dibentuk di kantor pusat 
yang kemudian melakukan audit kinerja ke kantor cabang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 
11/25/PBI/2009 yang telah di laksanakan secara efektif. Hal ini didukung 
oleh beberapa prosedur, kebijakan dan strategi yang telah disusun oleh 
PT. Bank Rakyat Indonesia yang juga disesuaikan dengan lingkup 
usahanya, yaitu : 
a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi 
Tindakan-tindakan korektif yang diambil pengurus bank adalah : 
1. Memberi persetujuan dan peninjauan secara berkala mengenai 
strategi dan kebijakan manajemen risiko. 
2. Melakukan implementasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen 
risiko kredit. 
b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi 
manajemen. 
Tindakan-tindakan korektif yang diambil oleh bank adalah : 
a. Melakukan identifikasi risiko kredit. 
b. Menyusun prosedur pengukuran risiko kredit. 
c. Melakukan pemantauan dan menyusun laporan risiko kredit. 
d. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko. 
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c. Pengendalian risiko kredit 
Penerapan pengendalian risiko kredit harus memastikan bahwa unit 
kerja perkreditan dan transaksi risiko kredit lainnya telah dikelola secara 
memadai dan eksposur risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang 
ditetapkan dan memenuhi standar dan kehati-hatian. 
2. Penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Achmad Yani Makassar telah efektif hal ini dapat dilihat dari 
adanya penurunan jumlah kredit macet dari tahun 2011 sebanyak 44 
nasabah menjadi 25 nasabah di tahun 2012 namun pada tahun 2013 
sistem penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia kurang efektif karena mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya menjadi 29 . 
 
5.2. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia 
terkait penerapan manajemen risiko khususnya risiko kredit adalah sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan kemampuan pegawai pada suatu satuan kerja 
manajemen risiko melalui berbagai pelatihan-pelatihan. 
2. Bank harus meningkatkan lagi sistem pemantauan yang biasa disebut 
dengan OTS (On The Spot) yaitu berkunjung ke rumah atau tempat 
usaha debitur secara diam-diam dengan pimpinan atau pemutus kredit 
pencairan. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah debitur yang 
memiliki usaha atau tidak.  
 
 
 90 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Ackbar, Maizul. 2012. Pelatihan Perbankan. 
(http://pelatihanbank.wordpress.com/2012/12/22/apa-fungsi-tugas-
wewenang-customer-service-bank/, diakses tanggal 20 Desember 2014) 
Andriyanto, Lilik. 2013. Manajemen Risiko. 
(http://goondrex.wordpress.com/2013/07/09/manajemen-resiko/, diakses 
tanggal  25 Oktober 2014) 
Bank Indonesia, Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 
SE.No.5/21/DPNP 
Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP 
Darmawi, Herman. 2014. Manajemen Risiko. Cetakan  ke 14, PT. Bumi Aksara, 
Jakarta. 
Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Risiko : Teori, Kasus, dan Solusi, Alfabeta CV, 
Bandung. 
Hidayat, Teguh. 2012. Perbandingan Bank Mandiri, BRI, dan BCA, Jakarta. 
(http://www.teguhhidayat.com/2012/08/perbandingan-bank-mandiri-bri-
dan-bca.html, diakses tanggal 13 Desember 2014) 
Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Mengelola Kredit Secara Sehat, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta. 
J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka Cipta, 
Jakarta. 
Kasmir, 2014, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 
Lestari, Mega Ayu. 2006. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam 
Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional Pada PT. Bank 
Mestika Dharma. Skripsi diterbitkan. Medan : Program Sarjana Fakultas 
Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9843/1/020503063.pdf, 
diakses tanggal 24 Oktober 2014) 
Lestari, Putri Adinda. 2010. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam 
Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah 
PT. Bank Rakyat Indonesia Medan. Skripsi diterbitkan. Medan : Program 
Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8988/1/10E00095.pdf, 
diakses tanggal 24 Oktober 2014) 
Luthfiyah, Fitwi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian 
Kualitatif), Palembang. (https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-
pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif, 
diakses tanggal 06 Desember 2014) 
91 
 
Nugraha, Pepih. 2014. Perbankan Tak Paham Rimba, Terjun Pun Takut, Jakarta 
Selatan. (file:///D:/SE/Uni%20Sosial%20Demokrat%20-
%20Keadilan%20Sosial.html, diakses pada tanggal 13 Desember 2014) 
Saragi, Newy E. E. R. 2010.  Penerapan Manajemen Risiko Sehubungan  
Dengan Pengelolaan  Risiko Kredit Pada PT. BANK MANDIRI 
(PERSERO) TBK. Skripsi diterbitkan. Medan : Program Sarjana 
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 
(http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18071, diakses tanggal 24 
Oktober 2014) 
Satria, Dimas. 2014. Kinerja Bank BUMN Semester I 2014; Laba Komprehensif 
BNI Meningkat Diatas 100%. (http://vibiznews.com/2014/08/06/kinerja-
bank-bumn-semester-i-laba-komprehensif-bni-meningkat-diatas-100/, 
diakses tanggal 13 Desember 2014) 
Sukmadinata, N. S,  (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Cetakan ke 7. 
Bandung : Remaja Rosdakarya. 
 
Tampubolon, Robert, 2005. Risk and systems – Based Internal Auditing. Cetakan 
Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.  
 
Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 
 
Wahid, Abdul. 2013. Rancangan Penelitian Deskriptif, Kalimantan Selatan. 
(http://daun2001.blogspot.com/2013/05/rancangan-penelitian-
deskriptif.html, diakses tanggal 16 November 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAMINA DECOMP 
KANTIN RAMSIS UNHAS  
082189143377-081342933050 
  
 93 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
  
NAMA      : DAHNIAR AMARULLAH 
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : UJUNG PANDANG, 15 MARET 1993 
ALAMAT   : JL. P. KEMERDEKAAN 13 Lr.11 NO.5A 
 
JENIS KELAMIN    : PEREMPUAN  
AGAMA    : ISLAM  
TELEPON    : 081 341 922 751 
E-mail    : dahniiaramarullah@ymail.com 
  
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN  
 Pendidikan Formal  
1. Tahun 1999-2005  : SD INPRES LANRAKI 1 MAKASSAR 
2. Tahun 2005-2008  : SMP NEGERI 12 MAKASSAR  
3. Tahun 2008-2011  : SMA NEGERI 6 MAKASSAR  
PENGALAMAN  
 Pengalaman Organisasi  
1. Tahun 2013-2014  : PENGURUS IKATAN MAHASISWA 
MANAJEMEN (IMMAJ)  
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
  
  
Makassar, 19 Januari 2015  
  
    
  
     DAHNIAR AMARULLAH 
 
 
 
94 
 
Data Kredit Macet 
 
95 
 
 
96 
 
 
97 
 
 
 
98 
 
 
99 
 
 
100 
 
 
101 
 
 
102 
 
 
103 
 
Data Total Keseluruhan Kredit 
 
104 
 
 
105 
 
 
106 
 
 
107 
 
 
108 
 
 
109 
 
 
110 
 
 
111 
 
 
